Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak melalui E_Filling
Ditjen Pajak melalui peraturan No. 9/PMK.03/2018 dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan baik Masa maupun tahunan melalui E-Filling. Dalam mekanisme pelaporan ini Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Adapun dalam PMK baru ini ada 12 poin yang diubah, yakni: 

1. Menghapuskan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil, 
2. Menghapuskan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN nihil bagi pemungut, 
3. Menghapuskan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil, 
4. Mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk Wajib Pajak non-PKP, 
5. Mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi Wajib Pajak non-PKP, 
6. Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dengan menggunakan dokumen elektronik, 
7. Mendatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi Wajib Pajak badan, 
8. Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP, 
9. Mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak, 
10. Mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak, 
11. Mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi Bendahara, dan 
12. Mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.  

Bagaimana persyaratan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT ) melalui E Filling?

Pertama Wajib Pajak Badan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Electronic Filing Identification Number (EFIN). E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak harus melakukan aktivasi EFIN agar Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri pada layanan pajak secara daring (online) dan melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur

Wajib Pajak menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh :
a. Wajib Pajak Orang Pribadi : Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.
b. Wajib Pajak badan : pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
c. Bendahara : pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara.

Persyaratan dan Dokumen
a. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN sesuai PER-41/PJ/2015
b. Bagi Wajib Pajak badan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
	1)  
	Surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan .

	2)
	identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal pengurus merupakan WNI, atau 
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan WNA,

	3) 
	kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan, dan

	4)  
	Fotokopi SKD dari pejabat yang berwenang
Surat kuasa bermaterai 6.000 apabila permohonan dikuasakan
Fotocopy NPWP dan KTP yang menerima kuasa

	
	


c. Selain itu, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, maupun Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Langkah selanjutnya Lembaga  harus sudah menggunakan E-SPT baik E-SPT PPh 21/26, E-SPT PPh Pasal 23 dan E-SPT PPh Pasal 4 (2) hal ini dikarenakan file yang akan digunakan adalah file bentuk csv yang harus diupload ketika akan mengirimkan laporan SPT melalui e-Filling DJP On-line. Berikut bentuk installer E-SPT.

E-SPT PPh Pasal 21 [image: ]

E-SPT PPh Pasal 23 [image: ]

E-SPT PPh Pasal 4 ayat 2[image: ]



Berikut langkah-langkah dalam E-SPT:
a. Input transaksi pajak pada masing-masing E-SPT 
b. kemudian buat SSP melalui E-Billing dan dapatkan kode billing.
c. [bookmark: _GoBack]Setelah dilakukan pembayaran dan mendapatkan nomor NTPN input nomor NTPN ke dalam SPT Induk
d. Buat file csv
e. Upload file csv kedalam E-filling



Dikutip dari Pajak.go.id dan ortax
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